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PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang Hukum Pemilihan Umum Indonesia
telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat
memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa
saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Hukum Pemilihan Umum
Indonesia.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap
Hukum Pemilihan Umum Indonesia. Pemilihan umum (pemilu) merupakan
sebuah mekanisme untuk memilih para pejabat politik dan memberinya
legitimasi untuk menjalankan kekuasaan. Definisi lain menyatakan,
pemilihan umum adalah sebuah proses, para pemilih menentukan
seseorang atau lebih dari calon-calon yang ada untuk mewakili mereka
dalam hukum negeri (parlemen). Pemilu sebagai simbol pelaksanaan
demokrasi suatu negara juga harus taat pada paham kedaulatan hukum,
yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu dari
tingkatan tertinggi hingga terendah. Hal inilah yang menyebabkan
terjadinya beragam variasi dalam sejarah Pemilu di Indonesia.

Pemilu didefinisikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilik
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden, dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Tujuan pemilihan umum yaitu melaksanakannya
salah satu sistem yakni sistem demokrasi yang kekuasaan
pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat supaya
tercapainya kedaulatan rakyat, sebagai hak politik rakyat untuk bebas
memilih wakil rakyatnya seperti Presiden, DPR, DPD, sampai kepala
daerah serta melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara



damai, aman, dan tertib dan juga memilih wakil rakyat yang
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan
menjunjung tinggi falsafah negara kita, yaitu Pancasila.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak”dan sejatinya kesempurnaan
hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati
secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para
pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian
dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan
karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan
di Indonesia.

November, 2023

Tim Penulis
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HUKUM PEMILIHAN UMUM INDONESIA

BAB 1: PENGERTIAN, TUJUAN
DAN FUNGSI PEMILIHAN UMUM

Dr. Margie Gladies Sopacua, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Pattimura



BAB 1

PENGERTIAN, TUJUAN DAN
FUNGSI PEMILIHAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme
penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang
diadakan secara berkala (Asshiddigie, 2007). Seiring dengan
perkembangan teknologi saat ini memudahkan dalam segala urusan di
berbagai bidang seperti bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi industri,
dan pemerintahan khususnya di bidang ketatanegaraan. Perkembangan
teknologi saat ini adalah hal yang tidak dapat dihindarkan dalam
kehidupan manusia. Teknologi juga telah membawa perubahan yang besar
bagi manusia, termasuk cara untuk melaksanakan Pemilu dengan
menggunakan media elektronik. Hingga pada akhirnya muncul suatu ide
mengenai sistem e-voting yang diharapkan mampu mengakomodasi
seluruh asas-asas pemilu secara efektif dan efisien (Simarmata, 2018).

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sebuah mekanisme untuk
memilih para pejabat politik dan memberinya legitimasi untuk
menjalankan kekuasaan. Definisi lain menyatakan, pemilihan umum
adalah sebuah proses, para pemilih menentukan seseorang atau lebih dari
calon-calon yang ada untuk mewakili mereka dalam hukum negeri
(parlemen). Adapula yang mendefinisikan pemilu sebagai sebuah metode
dimana seluruh rakyat atau sebagiannya memilih orang yang mereka
kehendaki (Samuddin, 2013). Pemilu sebagai simbol pelaksanaan
demokrasi suatu negara juga harus taat pada paham kedaulatan hukum,
yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu dari
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BAB 2

AZAS DAN DASAR HUKUM
PENYELENGGARAAN PEMILU

A. PENDAHULUAN

Ada 2 poin penting cara pengelolaan pemilihan umum menjadi
demokratis yang harus diperhatikan, yaitu pemilihan umum yang memiliki
integritas (electoral integrity) serta bersangkutan pula dengan asas-asas
pemilihan umum yakni jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.
Pemilihan umum yang memiliki integritas merupakan sebuah hal yang
disepakati (covenant) serta sudah menjadi standard internasional yang
berhubungan dengan aturan-aturan pada pemilihan umum vyang
dilaksanakan secara demokratis yang sudah diberlakukan pada dunia,
yaitu suatu hal yang bersangkutan dengan masalah inklusifitas. Sementara
isu yang kedua yaitu tentang dasar-dasar pemilihan umum yang sudah jadi
payung normatif pada saat diselenggarakannya Pemilihan Umum pada
negara Indonesia.

Asas-asas pemilihan umum pada negara Indonesia yaitu Langsung,
Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil atau biasa disingkat Luber Jurdil.
Langsung memiliki arti bahwa ketika mencoblos, pihak-pihak yang ikut
melakukan pemilihan harus mencoblos dengan langsung dan tidak boleh
diwakili oleh orang lain. Umum, memiliki arti jika peserta yang memilih
sudah masuk pada kriteria persyaratan umum yang sudah ada, bisa
menjalankan hak yang dimilikinya tanpa ada pengecualian. Bebas artinya
pihak yang memilih bisa bebas memakai haknya dan tak dipaksa oleh
kelompok mana pun. Rahasia berarti disaat pemilihan, tak terdapat pihak
lainnya yang tahu tantang apa yang dipilihnya. Jujur berarti seluruh orang
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BAB 3

SEJARAH PENYELENGGARAAN
PEMILU DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Sejak dilaksanakannya pemilihan umum pertama di Indonesia pada
tahun 1955, upaya untuk memastikan pelaksanaan pemilihan yang
berkualitas dan bermartabat telah dimulai. Secara normatif, prinsip-
prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilihan yang berfokus pada
kejujuran, kerahasiaan, ketenangan, dan langsung telah dijamin. Hal ini
menunjukkan bahwa sejak awal, Negara telah menunjukkan tekad yang
kuat untuk memfasilitasi rakyat sebagai pemegang hak suara tertinggi,
agar mereka dapat menggunakan hak politik mereka dalam suasana yang
kondusif. Makna dari pemilihan yang berkualitas dan bermartabat pada
dasarnya tercakup dalam konsep pemilihan demokratis yang
mengharuskan minimal dua aspek, yaitu kebebasan dan kesetaraan atau
"free and fair election"”. Namun, perkembangan dinamis dalam sistem
demokrasi membuat banyak pihak merasa tidak puas dengan dua kriteria
demokrasi tersebut (Budiman, 2015). Dalam periode transisi dari rezim
otoriter ke demokrasi, perubahan dalam lembaga penyelenggara pemilu
memiliki signifikansi khusus. Transisi menuju demokrasi memandang
bahwa kekuasaan politik terakhir kali diperoleh melalui ekspresi kehendak
rakyat melalui proses pemilihan yang jujur dan kompetitif. Meskipun
praktisi yang mendukung demokrasi sering kali dikritik karena
mengatribusikan peran yang terlalu besar kepada pemilihan dalam
mengonsolidasikan ~ demokrasi  (Carothers, 2002). Sulit untuk
membayangkan kemajuan menuju demokrasi tanpa adanya proses
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BAB 4

HUKUM PEMILU DAN PILPRES

A. PENDAHULUAN

Pemilu di Indonesia merupakan sebuah proses yang terus mengalami
perkembangan dan perbaikan seiring waktu. Meskipun telah ada langkah-
langkah yang diambil untuk meningkatkan integritas dan demokrasi dalam
sistem pemilihan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi.
Salah satu tantangan tersebut adalah peran partai politik (parpol) dalam
DPR dan masa jabatan yang berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa
pemilu di Indonesia belum ideal dalam hal parpol di DPR yang bisa
memiliki masa jabatan yang berkelanjutan:

B. SISTEM PEROLEHAN SUARA

Sistem perolehan suara proporsional dengan ambang batas yang
rendah: Sistem perolehan suara proporsional yang digunakan dalam
pemilu di Indonesia memungkinkan parpol untuk memperoleh kursi
berdasarkan persentase suara yang mereka peroleh secara nasional. Hal
ini membuat parpol dapat mempertahankan kursi mereka dalam
pemilihan berikutnya meskipun mendapatkan suara yang lebih sedikit.
Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menyebabkan kurangnya variasi dan
rotasi kekuasaan di DPR.
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BAB 5

HUKUM PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

A. PENDAHULUAN

Hampir semua negara di dunia mengklaim dirinya sebagai negara
demokrasi, walaupun demokrasi lahir dari tradisi politik Barat sejak zaman
Yunani Kuno yang dikenal dengan bentuk demokrasi langsung namun
pergerakannya bersifat global sampai dengan saat ini. Dalam rangka
mendukung terselenggaranya pemerintahan yang demokratis, maka
dilaksanakanlah pemilihan umum. Pemerintah menjamin terlaksananya
penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan
yang telah ditentukan, dengan demikian pemilihan umum dilakukan
secara berkala. Salah satu hal yang dilakukan dalam pemilihan umum
adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Amandemen
ke-lll UUD 1945 maka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang
semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh
rakyat.

Instruksi khusus bab ini yaitu akan membahas secara umum tentang
demokrasi sebagai sebuah proses bernegara, pemilihan umum di
Indonesia dari zaman orde lama, orde baru, dan reformasi, selanjutnya
membahas tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di
Indonesia, dasar hukum pelaksanaannya yaitu yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan dalam perkembangannya pemilihan
umum Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara serentak
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVI/2013. Di
bagian akhir dibahas tentang sengketa dalam pemilihan umum Presiden
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TUGAS DAN EVALUASI

Untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang demokratis,
maka dilaksanakanlah pemilihan umum. Dalam mendukung
terselenggaranya hal tersebut, maka negara memiliki kewajiban apa?
Apa yang menjadi alasan utama bahwa pemerintah wajib untuk
melaksanakan pemilihan umum?

Sesuai dengan masanya, maka dapat disebutkan bahwa pemilihan
umum di Indonesia dilaksanakan dalam masa orde lama, orde baru,
dan reformasi. Jelaskan dengan singkat jalannya pemilihan umum
dalam masa-masa tersebut!

Sejak kapan dilaksanakannya pemilihan umum Presiden dan Wakil
Presiden di Indonesia, dan jelaskanlah apa yang menjadi alasan
terlaksananya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden?

Apabila terjadi sengketa dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,
maka jelaskan dengan singkat bagaimana penyelesaiannya?
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BAB 6

PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN
PARLIAMENTARY THRESHOLD

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan cara yang paling efektif
melakukan rotasi kepemimpinan politik dalam rangka mewujudkan
perwakilan di parlemen maupun pemerintahan. Karenanya, sebagian
besar negara melaksanakan pemilu secara demokratis dalam rangka
mewujudkan keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sistem ketatanegaraan republik Indonesia mengatur  pula
penyelenggaraan pemilu untuk memenuhi hak setiap warna negara untuk
ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Pelibatan rakyat dalam pemerintahan diatur dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 28D
menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jika ditafsir secara konteks
yakni memahami konstitusi secara tersirat, dan bukannya secara lahiriah,
atau dengan kata lain bahwa ada suatu makna yang terkandung di
dalamnya, maka perwujudan kesempatan yang sama bagi warga negara
dalam pemerintahan diwujudkan melalui pemilu. Pasal 22E menegaskan
bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemilu penting dilaksanakan
untuk warga negara dalam menggunakan hak politiknya memilih orang
yang dianggap layak menduduki jabatan dalam parlemen maupun dalam
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BAB 7

LITERASI POLITIK DAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

A. POSISI PENTING DEMOKRASI LOKAL

Sistem demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang memberikan
kedaulatan rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Rakyatlah yang berdaulat, bukan penguasa karena mereka hakekatnya
menjalankan amanah dan aspirasi rakyat, sehingga sistem demokrasi ini
menjadi prinsip dasar dalam pemerintahan baik pada tingkat nasional
maupun lokal.

Demokrasi lokal juga merupakan bentuk yang memberikan ruang bagi
warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum tingkat
daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, menjadi strategis pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mengembangkan daerahnya
sesuai dengan potensinya masing-masing. Maka dari itu, pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah menjadi aspek penting dalam
demokratisasi di tingkat daerah. Proses pilkada ini memungkinkan warga
negara secara langsung memiliki pemimpin lokal yang mereka kehendaki
untuk memajukan dan mengelola daerahnya. Pada hakekatnya tujuan
pemilihan kepala daerah memberikan hak politik kepada warga untuk
menentukan kepemimpinan lokal yang representatif dan sesuai dengan
kehendak rakyat. Dalam hal ini rakyat memiliki peran penting dalam
keputusan politik pemerintahan untuk daerahnya sendiri, bukan ditunjuk
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BAB 8

PENYELENGGARA PEMILU &
KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

A. PENDAHULUAN
Penyelenggara pemilu adalah individu atau lembaga yang bertanggung

jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan lainnya.

Mereka memiliki peran penting dalam memastikan pemilihan berlangsung

secara adil, transparan, dan demokratis. Beberapa contoh penyelenggara

pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu

(Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di

Indonesia: (Fajar Setyaning Dwi Putra et al, 2022); (Ramadhani et al.,

2022); (Mustanir et al., 2023); (Amane et al., 2023); (Undang-Undang

Republik Indonesia No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum, n.d.)

Tugas Penyelenggara Pemilu: (Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017)

1. Menyelenggarakan pemilihan umum: Penyelenggara pemilu
bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, dan
melaksanakan proses pemilihan umum, termasuk registrasi pemilih,
pengawasan kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan hasil
pemilu.

2. Mengatur partisipasi pemilih: Penyelenggara pemilu harus
memastikan partisipasi yang inklusif dan setara bagi semua warga
negara yang memenubhi syarat dalam pemilihan umum. Mereka harus
melakukan upaya untuk memastikan registrasi pemilih yang akurat,
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BAB 9

MACAM-MACAM SISTEM PEMILU

A. PENDAHULUAN

Sistem merupakan istilah yang digunakan dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuan dan kehidupan sehari-hari. Istilah ini mengacu pada
kumpulan atau himpunan unsur, komponen, atau variabel-variabel yang
terorganisir, saling berinteraksi, dan saling bergantung satu sama lain.
Konsep sistem didefinisikan sebagai kumpulan atau kelompok dari
subsistem, bagian, atau komponen apa pun yang saling terhubung dan
bekerja bersama untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem pemilihan umum (Pemilu) adalah sistem yang digunakan dalam
proses pemilihan pemimpin atau wakil rakyat di suatu negara. Setiap
negara memiliki sistem pemilihan yang beragam, termasuk di Indonesia.
Sistem pemilu di Indonesia menggunakan sistem pemilu serentak, di mana
pemilihan legislatif dan eksekutif dilakukan secara bersamaan. Sistem
pemilu di Indonesia didasarkan pada prinsip demokrasi, yang melibatkan
partisipasi aktif dari rakyat dan menghormati kehendak mayoritas.

Sistem pemilu di Indonesia memiliki peran utama dalam memilih
pemimpin, menjamin demokrasi, mengatur dana kampanye, dan
menyelesaikan perselisihan. Melalui sistem pemilu yang demokratis,
diharapkan tercapai representasi yang adil, akuntabilitas, pencegahan
korupsi, dan penguatan demokrasi. Sistem pemilu juga mengatur dana
kampanye untuk memastikan proses pemilu yang adil dan transparan.
Selain itu, sistem pemilu memiliki peran dalam menyelesaikan perselisihan
yang mungkin timbul selama proses pemilu melalui sistem konstitusional
dan lembaga peradilan khusus.
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melibatkan pertimbangan yang matang serta konsensus di antara para
pemangku kepentingan, ahli, dan masyarakat luas. Dengan adanya sistem
Pemilu yang demokratis, diharapkan tercipta representasi yang adil,
mendorong akuntabilitas, mencegah korupsi, dan memperkuat demokrasi
di Indonesia.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apayang dimaksud dengan sistem pemilihan umum?

2. Jelaskan perbedaan Presidential Threshold dan Parliamentary
Threshold?

3. Berikanlah penjelasan terkait sistem pemilihan mekanis dan sistem
pemilihan organis?

4. Sebutkan dan jelaskan macam-macam sistem pemilihan umum?

5. Berikan pendapat saudara, Sistem Pemilihan Umum seperti apa yang
cocok diterapkan di Indonesia!
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BAB 10

SISTEM DAN TIPE PARTAI POLITIK

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan yang demokrasi seperti di Indonesia sekarang ini,
partai politik merupakan instrumen yang wajib ada disuatu negara yang
menjalankan demokrasi. Bahkan pendapat yang ekstrim yang mengatakan
bahwa tidak ada demokrasi ketika tidak ada partai politik didalamnya,
karena partai politiklah yang memainkan peranan penting dalam sistem
demokrasi. Dengan adanya partai politik maka masyarakat akan
merasakan mempunyai negara/pemerintah, karena ketika tidak ada
kekuatan penyeimbang dari penguasa maka kecenderungannya adalah
kekuasaan tersebut akan digunakan secara berlebihan dan tentunya
masyarakatlah disini yang akan selalu dirugikan melalui kebijakan-
kebijakannya. (Prasetya 2011)

Jumlah partai politik di masing-masing negara berbeda-beda. Misalnya
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, pada masa Orde Lama
yaitu pemilu pertama Tahun 1955 diikuti oleh + 70 partai politik. Dari hasil
pemilu tersebut tidak ada parpol yang mendapat suara mayoritas, dan
justru menciptakan konflik baik di legislatif maupun eksekutif. Pada masa
Orde Baru, sistem kepartaian di Indonesia (multi partai) diciutkan menjadi
dua partai politik (PPP dan PDI) serta golongan karya. Dan setelah masa
reformasi sistem kepartaian di Indonesia berubah kembali menjadi multi
partai.
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BAB 11

TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Hukum yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua macam,
yaitu hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus. Tindak pidana pemilihan umum
tergolong ke dalam bagian hukum pidana khusus. Menurut Teguh
Prasetyo, secara prinsipil istilah hukum pidana khusus dengan tindak
pidana khusus tidak ada perbedaan diantara keduanya. Hal ini
dikarenakan kedua istilah itu adalah Undang-Undang pidana yang berada
diluar hukum pidana umum yang mempunyai penyimpangan dari hukum
pidana umum baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi
hukum pidana formal. Kalau tidak ada penyimpangan maka tidaklah
disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus (Prasetyo,
p. 229). Sebagai suatu tindak pidana khusus maka tindak pidana pemilihan
umum mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak
pidana pada umumnya. Karakteristik khusus dalam tindak pidana pemilu
diartikan sebagai ciri atau bawaan yang umum dan sering terjadi ketika
persiapan pemilihan umum, proses pemilihan umum dan setelah
pemilihan umum berlangsung. Oleh karena itu, ruang lingkup pembahasan
tindak pidana pemilihan umum yang akan dibahas dalam tulisan yang
singkat ini, penulis akan menjelaskan secara singkat pengertian tindak
pidana pemilihan umum, landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis tindak
pidana pemilihan umum, subjek pidana dalam tindak pidana pemilihan
umum, dan bentuk tindak pidana pemilihan umum.
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BAB 12

PELANGGARAN ADMINISTRASI
PEMILIHAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) merupakan wujud dari
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945
serta dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait proses Pemilu
setiap tahapannya yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang telah diatur secara jelas (Undang-
undang Republik Indonesia, 2017). Pemilu juga merupakan sarana
demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang
berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan
oleh UUD 1945. Salah satu pilar pokok dalam sistem demokrasi adalah
adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat melalui pemilihan umum
yang diadakan secara berkala. Pemilihan umum juga merupakan salah
satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat principal
untuk memilih wakil rakyat di badan Eksekutif maupun Legislatif di tingkat
pusat maupun daerah.

Pelaksanaan pemilihan umum vyang berintegritas, akuntabel, dan
berkualitas merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dari praktik
demokrasi substantif guna melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik pilihan
rakyat di semua jenjang dan tatanan. Namun, setiap pelaksanaan pemilu
terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan
sehingga ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu dan dapat
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BAB 13

PENYELESATAN SENGKETA PROSES
DAN HASIL PEMILIHAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang pemilihan umum, fungsi
pemilihan umum, penyelenggaraan pemilihan umum, sengketa pemilihan
umum, penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dan penyelesaian
sengketa hasil pemilihan umum yang ada di Indonesia. Hal ini didasarkan
karena pengoperasiannya, pemilihan umum masih memiliki banyak
kekurangan yang menjadi pekerjaan yang masih butuh perbaikan bersama
oleh seluruh elemen bangsa.

B. PEMILIHAN UMUM

Pemilihan umum merupakan salah satu agenda penting. Hal itu
disebabkan karena keterkaitannya dengan berbagai hal. Pada hal utama,
pemilihan umum menjadi mekanisme penting bagi keberlangsungan
demokrasi perwakilan. Sebagai bangsa terkemuka Pancasila sebagai dasar
bangsa yang kuat tidak dapat secara langsung mengatur seluruh
kehidupan manusia, tetapi bila dipraktikkan dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara, salah satunya yaitu praktek pemilihan
umum (Muharam, et al, 2022).

Pemilihan umum merupakan mekanisme tercanggih yang ditemukan
agar masyarakat tetap berkuasa atas dirinya. Kedua, pemilihan umum
dapat menjadi indikator negara demokrasi. Setiap negara demokratis
melakukan pemilihan umum. Menurut perspektif Schumpetarian dalam
Pamungkas (2009) tentang demokrasi yaitu demokrasi sebagai ‘metode

266 | Hukum Pemilihan Umum Indonesia



vk wnN e

Pemilihan Umum dan Undang-Undang MK, wewenang
penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum berada pada
Mahkamah Konstitusi. (3)Sengketa peserta tidak diatur dalam
Undang-undang. Sengketa peserta atau calon yang keberatan atas
penetapan KPU dan KPUD.

Sengketa proses pemilihan umum terjadi karena (1) hak peserta
pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta
pemilu lain (2) hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung
oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/kota,
sebagai akibat adanya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi,
atau keputusan KPU Kabupaten/kota.

Sengketa hasil pemilihan umum merupakan perselisihan antara
peserta pemilihan umum dan KPU sebagai pihak penyelenggara
pemilihan umum mengenai penetapan secara nasional perolehan
suara hasil pemilihan umum oleh KPU.

TUGAS DAN EVALUASI

Apa yang dimaksud dengan pemilu?

Jelaskan definisi dari sengketa?

Apa perbedaan sengketa proses dan sengketa hasil?

Sebutkan faktor terjadinya sengketa proses pemilu?

Sebutkan Undang-Undang yang mengatur tentang sengketa pemilu?
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BAB 14

PROBLEMATIKA PEMILIHAN
UMUM SERENTAK

A. PENDAHULUAN

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun
demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum
merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga
harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di
negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi
mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang
legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Demokrasi dan
Pemilu yang demokratis saling merupakan “gonditio sine qua non”, the
one can not exist without the others”. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai
sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur
untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk
menduduki jabatan-jabatan politik (Veri Junaidi, 2009: 106). Pemilu
menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan
dipercayakan demi kepentingan rakyat, dan bahwa kepada rakyatlah para
pejabat bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya (David Bentham
dan Kevin Boyle, 2000).

Selanjutnya Moh. Mahfud mengatakan bahwa kedaulatan rakyat
mengandung pengertian adanya pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat,
menunjukkan bahwa pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian
yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (legitimate
government) di mata rakyat (Moh. Mahfud MD, 1999). Pemerintahan yang
sah dan diakui berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan
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BAB 15

PERBANDINGAN PEMILIHAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Konsep dasar demokrasi adalah merupakan suatu produk pemikiran
global yang mengalami perkembangan dan menjadi tren, yang kemudian
dianut oleh banyak negara. Gagasan demokrasi lahir dengan adanya
antitesis ketidakadilan, diskriminasi terhadap hak sipil juga politik antara
sesama manusia yang seimbang di dalam suatu pemerintahan dengan
berasaskan pada ajaran sosialisme dalam segi Leninisme & Marxisme.
Demokrasi awalnya sebuah ide brilian yang lahir karena banyaknya sistem
yang dapat mengakomodir beragam kepentingan rakyat, kaya-miskin,
putih-hitam, pandai-bodoh, laki-perempuan, cacat secara fisik-sempurna
dan lain-lain, jika diperbandingkan dengan sistem aristokrasi maupun
sistem monarki. Sehingga muncul yang namanya suatu negara yang
merupakan organisasi yang terbesar yang memegang kekuasaan dan
kedaulatan, serta memiliki tatanan pemerintahan yang tersusun dengan
rapi dalam menjalankan tata tertib dengan peraturan yang dibuat oleh
negara itu sendiri.

Negara yang memegang kekuasaan dan kedaulatan maka memiliki
sistem pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan merupakan
kewenangan untuk mengatur di wilayah-wilayah tertentu dengan
keberadaan lembaga negara yang memiliki tujuan sama dalam
menyelenggarakan negara. Pemilihan umum yang demokratis di Indonesia
terjadi pada tahun 2004 dikarenakan untuk pertama kalinya rakyat
Indonesia memilih langsung pasangan calon Presiden dan calon Wakil
Presiden dan begitu pula untuk pemilu legislatifnya. Dalam
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BAB 16

STANDAR INTERNASIONAL
PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS

A. PENDAHULUAN

PEMILIHAN UMUM atau yang disingkat dengan Pemilu pada dasarnya
merupakan metode atau cara dalam memilih seseorang untuk mengisi
jabatan politik yang diinginkan. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu
merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak
masyarakat. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari
kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta wujud paling konkret
partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara.! sekaligus merupakan
proses demokrasi untuk memilih pemimpin, merupakan sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam sebuah negara, khususnya di Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk
menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi hasil
kebudayaan manusia yang lahir dari perkembangan akal dan budi.
Berbagai negara di dunia sepanjang sejarah kehidupan berbangsa dan
bernegara dalam membangun, mengembangkan, memajukan negaranya
tidak terlepas dari PEMILU dalam memilih pemimpin bangsanya. Karena
setiap manusia yang menjadi anggota masyarakat disuatu negara

! Janedjri M,Gaffar, Politik Hukum Pemilu, Konstitusi Press, Jakarta, cetakan
pertama, oktober 2012, hal.vii.
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TUGAS DAN EVALUASI
Berdasarkan uraian diatas maka ada beberapa hal yang perlu

dievaluasi dan menjadi pertanyaan selanjutnya yaitu:

1.

Apakah pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia sejak jaman
kemerdekaan hingga PEMILU Tahun 2019 dapat dikatakan telah
memenubhi prinsip- prinsip PEMILU yang demokratis

Siapa yang sebenarnya harus melaksanakan PEMILU yang LUBER dan
JURDI.

Bagaimana pendapat pembaca tentang demokrasi di Indonesia.
Apakah Pelaksanaan Pemilu yang sangat sederhana di Inggris
merupakan gambaran bahwa negara tersebut menghargai hak asasi
manusia dan sangat mempercayai rakyatnya, sebagai negara yang
telah menerapkan demokrasi tertua di dunia

Setiap negara mempunyai ciri khas dalam membangun negara dan
pemerintahannya, bagaimana demokrasi dan penyelenggaraan
PEMILU di Malaysia yang multi etnis.
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BAB 17

STANDAR INTERNATIONAL
PENEGAKAN HUKUM PEMILU

A. PENDAHULUAN

Pemilu adalah pijakan penting dalam sistem demokrasi, di mana
rakyat memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakil mereka dan
berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi
masa depan mereka. Namun, pentingnya pemilu yang adil, bebas, dan
transparan tidak dapat diabaikan. Untuk menjaga integritas dan
keabsahan pemilu, standar internasional penegakan hukum pemilu telah
ditetapkan.

Standar internasional penegakan hukum pemilu mengacu pada
seperangkat prinsip dan norma yang ditujukan untuk memastikan bahwa
pemilu di seluruh dunia berlangsung dengan cara yang sesuai dengan
prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini
mengatur segala hal mulai dari penyelenggaraan pemilu yang independen
dan netral, hingga perlindungan hak-hak politik warga negara, serta sanksi
hukum terhadap pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.

Dalam upaya untuk memastikan pemilu yang demokratis dan
bermartabat, berbagai sumber utama standar internasional telah
ditetapkan. Instrumen-instrumen ini meliputi deklarasi dan konvensi
internasional, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak asasi
manusia yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan
organisasi regional lainnya.
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Universitas Muhammadiyah Palu dan STIE Panca Bhakti
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internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Penulis juga
adalah seorang Researcher, Trainer, Reviewer Journal Scopus Q1, Reviewer
beberapa Jurnal Internasional dan Nasional lainnya, Editorial Board &
Editor in Chief di beberapa jurnal internasional & nasional. Penulis juga
tercatat sebagai ilmuan dan masuk dalam Rangking Scientists Top 5000 Di
Indonesia Versi Ad Scientific Index 2023 Version 1 tepatnya urutan 134.
Saat ini menempati peringkat 70 SINTA versi 3 years dari 255.279 dosen/
peneliti tingkat Nasional H-Index 40, i10-Index 66. Saat ini penulis juga
aktif sebagai pengurus dan anggota pada beberapa organisasi profesi
seperti Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Cabang Sidrap, Himpunan
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NIDN : 0906017401, ORCid : 0000-0002-4029-5507, Publons : 1757210,
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LinkedIn : 680022179, OSF : k7dfm, Garuda ID : 1235035, AD Scientific
Index ID: 303716, ResearchGate:
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Jurnalistik Fikom Universitas Padjadjaran (1992), S2
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IlImu Komunikasi Universitas Padjadjaran (2023).

Dr. Dadang Sugiana, M.Si

Penulis merupakan dosen program studi Manajemen
Komunikasi, Fakultas llmu Komunikasi, Unpad. Dr
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Vica lJillyan Edsti Saija, S.H., M.H
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tiga bersaudara, dengan status perkawinan adalah
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Pascasarjana Universitas Pattimura Prodi Ilmu Hukum

tahun 2011. Riwayat pekerjaan yaitu diangkat sebagai Tenaga Pendidik
tetap di Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 2014, pada bagian
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profesi yaitu sebagai anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/
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dan sebagai anggota Asosiasi Pengajar llmu Perundang-Undangan.
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Yustisia, Yogyakarta, 2016), Konsep Dasar llmu Hukum (Setara Press,
Malang, 2017), Hukum Keuangan Negara dan Daerah (Setara Press,
Malang, 2019), Hukum Administrasi dan Tata Kepemerintahan yang Baik
(Good Governance) (Deepublish Publishing, Yogyakarta, 2021), Hukum dan
Kebijakan Publik (KBM, Yogyakarta, 2022), Pendidikan Kewarganegaraan di
Perguruan Tinggi (Intelegensia Media, Cetakan ke-2, Malang, 2017), dan
Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Intelegensia Media, Cetakan ke-
2, Malang, 2018).

Muhamad Rosit, M.Si

Penulis lahir di Sragen 2 Februari 1983. Meraih gelar S-
1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2007). Program
Magister Manajemen Komunikasi ditempuh di FISIP
Universitas Indonesia (2012). Sehari-hari Muhamad
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Churia, 2012), Literasi Politik dan Pelembagaan Pemilu (Tangsel, Churia,
2016), Literasi Politik dan Kampanye Pemilu (Tangsel, Churia, 2017).
Sampai saat ini, ia tercatat sebagai Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi
Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Jabodetabek Periode 2016-2019 dan 2022-
2025. Selain itu, saat ini ia diberikan amanah sebagai Wakil Dekan Bidang
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muhamadrosit@univpancasila.ac.id.
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Penulis adalah seorang akademisi/dosen di Fakultas
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publikasi baik tingkat nasional dan internasional. Selain itu, ia diberikan
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masyarakat.

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si

Penulis lahir di salati, 19 September 1985. Penulis
merupakan anak ke-empat dari tujuh bersaudara dari
pasangan bapak La Ode Amane La Ode Tode dan lbu
Hj. Sitti Rahma La Timbasa (wa unga). Penulis adalah
dosen tetap pada Program Studi llmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Illmu Politik Universitas
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pada Program Studi lImu Pemerintahan Fakultas IImu Sosial dan limu
Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dan melanjutkan S2 pada
Program  Studi Administrasi Negara Konsentrasi  Administrasi
Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Penulis
menekuni bidang llImu Pemerintahan, Kebijakan Publik dan IImu Sosial
lainnya. Penulis saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan | Fakultas limu
Sosial dan Iimu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021-
2025. Juga, Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA)
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Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021-sekarang. Bersama
kawan-kawan penulis menerbitkan buku antologi puisi “Air Mata Anonim,
Realitas Dunia Birahi dan Merah Darahku, Putih Tulangku”. Selain itu,
bersama istri tersayang (Sri Ayu Laali, S.Pd., M.Pd) menulis Buku "Metode
Penelitian”. Penulis juga berkesempatan melibatkan diri dalam berbagai
penulisan Book Chapter. Juga terlibat dalam berbagai penelitian mitra
dengan pihak Pemerintah dan Pihak swasta. Penulis dapat dihubungi
melalui email: putrohade@gmail.com/adeputra@unismuhluwuk.ac.id
atau dengan whats app melalui 085395333301.

Judy Marria Saimima, S.H., M.H

Penulis lahir di Ambon, 14 Desember 1989..Penulis
menamatkan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Pattimura pada tahun 2011, dan pada
tahun 2012 melanjutkan studi di Pasca Sarjana
Program Studi IlImu Hukum Universitas Pattimura dan
memperoleh gelas Magister Hukum pada tahun 2014.
; Penulis mulai bekerja sebagai dosen tetap Fakultas
Hukum Universitas Pattimura, sejak tahun 2018. Ini merupakan karya
pertama penulis sebagai akademisi.

Harly Clifford Jonas Salmon, S.H., M.H

Penulis lahir pada 20 Maret 1997 di Ambon, Penulis
menempuh pendidikan di SD Kristen Kalam Kudus
Ambon (2002-2008), Pendidikan SMP Di SMP Kristen
Kalam Kudus Ambon (2008-2011) dan Pendidikan SMA
di SMA Negeri 1 Ambon (2011-2014). Penulis
Melanjutkan Studinya dengan mengambil Program
Study llmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Pattimura (2014-2018). Dengan Fokus Penulis Hukum Pidana dan Hukum
Administrasi Negara Selama Menjadi Mahasiswa Penulis Aktif Di kegiatan
kegiatan akademik dan non akademik sebagai Anggota Unit Kegiatan
Mahasiswa Peradilan Semu dan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Penulis Merupakan Lulusan Terbaik
Universitas Pattimura Periode April 2018, Setelah Menempuh S1 Penulis
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Administrasi Negara, Penulis Merupakan Dosen Pada Fakultas Hukum
Universitas Pattimura. Penulis dapat dihubungi Melalui surat elektronik
Harlyclifford@outlook.com dan Harlycjs@gmail.com

Achmad Surya, S.H., M.H.Li

Penulis lahir di Medan pada Tanggal 6 April 1985.
Penulis menempuh sarjana strata (S1) Fakultas Hukum
Universitas Janabadra Yogyakarta, kemudian
melanjutkan studi (S2) Magister Hukum Litigasi di
Universitas Gadjah Mada, dan saat ini sedang studi (S3)
pada program Doktor llmu Hukum Universitas Andalas.
Penulis merupakan staf pengajar/dosen di Fakultas
Ilmu Sosial dan Iimu Politik Universitas Gajah Putih, selain itu juga aktif
mengajar di Sekolah Tinggi llImu Hukum Muhammadiyah Takengon dan
melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta telah
menerbitkan beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan dibeberapa jurnal
ilmiah nasional dan jurnal nasional terakreditasi.

Apri Amalia, S.H., M.H
Penulis adalah seorang penulis yang lahir di Kota
Medan, 20 April 1991, anak dari Mabhlil dan Ida Armaini
serta mempunyai 2 orang saudara. Menyelesaikan
Pendidikan Dasar pada tahun 2003 di SDN No. 067690
Medan, pada tahun 2006 tamat dari SMP Negeri 28
' Medan, pada tahun 2009 dari SMA WR. Supratman 2
Medan. Pada tahun 2013 menyelesaikan Pendidikan
Strata | Fakultas Hukum Jurusan Hukum Perdata Universitas Sumatera
Utara, kemudian pada tahun 2016 memperoleh gelar Magister (S2) Di
Fakultas Hukum Jurusan Hukum Perdata Universitas Sumatera Utara. Pada
tahun 2018-2021 penulis pernah menjadi dosen tetap yayasan di fakultas
hukum dan juga menjabat sebagai Ketua LPPM STIH Asy Syafiiyah. Saat ini
penulis menjadi Dosen tetap yayasan di fakultas hukum dari tahun 2021
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dalam penelitian dosen hibah pemula kemendikbudristek.
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Bidang Kriminologi di Universitas Islam Riau. Selain Menjadi Sekretaris
Komisi V Bidang Pembangunan dan Kerjasama Senat Universitas Islam
Riau Periode 2021-2025, beliau juga menjabat sebagai Wakil Dekan IlI
Bidang Mahasiswa, Alumni dan Kerjasama di FISIPOL UIR. Dalam
keorganisasian, beliau juga beberapa kali terlibat dalam Organisasi Publik
antara lain sebagai Tim Pakar dan Narasumber di Humas Polda Riau,
Asesor Nasional BKD Dosen, Wakil Ketua Presidium Asosiasi Prodi
Kriminologi Indonesia, Ketua Bidang Pengembangan di Organisasi
Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Riau, Anggota Asosiasi Dosen
Pengajar Anti Korupsi Indonesia serta Asosiasi Pengajar Viktimologi
Indonesia. Selain mengajar di Program Sarjana Fisipol, Beliau juga tercatat
sebagai Dosen pascasarjana Illmu Hukum Mata Kuliah Kriminologi,
Kebijakan Kriminal serta Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain mengajar
beliau juga aktif sebagai narasumber berbagai media cetak dan elektronik
baik lokal maupun nasional serta telah melakukan berbagai penelitian dan
kajian serta juga seringkali mengadakan Konferensi/Seminar/Lokakarya/
Simposium yang berskala Internasional.
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Herlina Panggabean, S.H., M.H

Penulis yang akrab dipanggil Lina, lahir pada tanggal 20
April 1979 di Cengkareng, Indonesia. la adalah seorang
perempuan dengan agama Kristen Protestan. Golongan
darahnya adalah AB, dan ia memiliki kewarganegaraan
Indonesia. Lina memiliki latar belakang pendidikan
yang tinggi, dengan gelar Master Hukum (MH) di limu
Hukum. Dia saat ini bekerja sebagai seorang dosen di
Fakultas Hukum Universitas Sisingamangaraja Xl Tapanuli (UNITA). Alamat
rumahnya terletak di JI. Maduma No. 95, Doloksanggul, Kabupaten
Humbang Hasundutan. Dia juga dapat dihubungi melalui alamat email di
linagabe53@gmail.com.  Selain itu, nomor  KTP-nya  adalah
121606604790003. Sebagai seorang akademisi, Lina mungkin memiliki
kontribusi yang signifikan dalam bidang hukum melalui pekerjaannya
sebagai dosen di universitas.

Dr. Irwanto, M.A

Penulis lahir di Jambu, 10 Oktober 1983 merupakan
Dosen bidang Pendidikan Vokasional Teknik Elektro,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Serang-
Banten. Semua Pendidikan mulai dari program Sarjana,
Magister dan Doktor di selesaikan di Universitas Negeri
Yogyakarta Dengan Jurusan Pendidikan Teknologi dan
Kejuruan (PTK). Penyandang gelar Doktor ke 108 Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta dan merupakan Doktor ke 18 Program Studi
Pendidikan Teknologi Kejuruan (PTK) Universitas Negeri Yogyakarta. Di
luar itu, juga sebagai asisten pengajar Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd. Untuk
Mata Kuliah Statistik Pendidikan, Manajemen Pendidikan, Teknik Analisis
Data Kuantitatif dan Metode Penelitian Pendidikan di Program
Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam kesibukannya itu,
Irwanto masih aktif sebagai tenaga pengajar di Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa, Serang-Banten, di program studi pendidikan vokasional teknik
elektro pada Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan (FKIP) Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten. Adapun mata kuliah yang
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diberikan adalah Matematika Teknik 1, Matematika Teknik 2, Elektronika
Daya, Metodologi Penelitian Pendidikan Teknik Elektro, Telaah Kurikulum
Pendidikan Kejuruan, Pengelolaan Pendidikan, Literasi ICT dan Media
Pembelajaran, Pembinaan Kompetensi Pembelajaran, Mikrokontroller,
Neuro Fuzzy, Praktik Elektronika Daya, Manajemen Pendidikan Kejuruan,
Medan Elektromagnet, Struktur dan Organisasi Komputer, Kurikulum dan
Pembelajaran, dan lain-lain. Juga, telah menulis puluhan artikel ilmiah dan
ilmiah populer. la pernah melakukan studi banding bidang vokasional
antara lain, Malaysia, Singapura untuk menambah wawasan studi dalam
bidang Pendidikan Vokasional Teknik Elektro (PVTE) tersebut, sehingga
keahlian yang dimiliki adalah manajemen pendidikan kejuruan yang
ditekuni sampai sekarang ini.

Mukhamad Nassir Agustiawan Asnawi, S.H.l., M.H

Penulis lahir di Serang, Banten, 21 Agustus 1987
merupakan Dosen Bidang llmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Bina Bangsa. Alamat Komp. Puri Anggrek JI.
Kalimaya 2 Blok E6 No. 12, Kel. Teritih, Kec. Walantaka,
Kota Serang, Banten. Pendidikan Formal: 1993-1999
Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Serang, 1999-2002
Madrasah Tsanawiyah (MTS) Daar EI-Qolam Tangerang,
2002- 2005 Madrasah Aliyah (MA) Daar El-Qolam Tangerang, 2005-2010
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
Yogyakarta, dan 2011-2012 Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas
Islam Indonesia Yogyakarta. Pendidikan non formal yang ditempuh vyaitu
2007 Basic Training Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta,
Tanggal 9-12 November, 2008 Intermediate Training Tingkat Jawa-Nusra
Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kediri tema: Prospek Dan Tantangan
Indonesia: upaya menemukan format kepemimpinan muda bangsa.
Tanggal 15-21 Juli. 2008 Workshop Festival Budaya Hukum oleh
Departemen hukum dan HAM, dengan tema: Kebangkitan Budaya Hukum
Untuk Indonesia Yang Bermartabat. Tanggal 19-27 November, 2009
Seminar Nasional oleh CLDS (Center For Local Law Development Studies),
dengan tema: Prospek Politik Penegakan Hukum Di Indonesia. Tanggal 7
Maret, 2010 Peserta Pertemuan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa)
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Nasional oleh BEM Universitas Negeri Makassar, dengan tema: Reorientasi
Karakter Kebangsaan Kaum Muda, Menuju Indonesia yang bermartabat
(upaya perlawanan terhadap imprealisme global) Tanggal 5-7 Juli, 2010
Peserta Diskusi Publik oleh KESBANGPOL Departemen Dalam Negeri
Republik Indonesia, dengan tema: Mengurai Konflik Menuju Damai,
Meraih Persatuan dan Kohesi Sosial Masyarakat. Tanggal 4 Agustus.
Pengalaman Organisasi yaitu 2006-2007 Sekretaris Umum HMI Komfak
Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007-2008 Ketua Umum Bidang
Eksternal HMI Korkom UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007-2008
Pengurus Departemen Advokasi Hukum dan Sosial BEM Jurusan Jinayah
Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008-2009 Ketua Umum Bidang
Komunikasi Pemberdayaan Ummat Himpunan Mahasiswa Islam Cabang
Yogyakarta 2009-2010 Pengurus Departemen Pengembangan Dan
Penelitian Himpunan Mahasiswa Serang Yogyakarta (HAMASY).
Pengalaman Mengajar yaitu 2013-2014 Dosen LB Fakultas Syariah &
Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, 2013-2019 Dosen Prodi Ilmu Hukum STIH
Painan Tangerang, 2015-2017 Dosen Prodi Keguruan dan lImu Pendidikan
STKIP Banten, dan 2018-Sekarang Dosen Tetap Fakultas Hukum
Universitas Bina Bangsa.

Hj. Chairijah, S.H., M.H., Ph.D
Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas
Pakuan Bogor khususnya Hukum Internasional, judul
yang dipilih untuk book chapter ini adalah Standar
Internasional Pemilihan Umum yang Demokratis, judul
@ yang cukup menarik bagi penulis mengingat setiap
negara mempunyai latar belakang yang berbeda dalam
11| 1\‘ membentuk dan menjalankan kehidupan
kenegaraannya termasuk cara melakukan Pemilihan Presiden dan Wakil-
wakil rakyat yang akan duduk di Parlemen untuk memperjuangkan
kepentingan mereka. Penulis lahir di Jakarta tanggal 26 Agustus 1952,
setelah lulus Sekolah Menengah Atas melanjutkan pendidikan S1 di
Fakultas Kedokteran di salah satu Universitas Swasta di daerah Grogol
Jakarta Barat, lalu berhenti karena kekhawatiran dari diri sendiri takut
salah suntik pasien, kemudian pindah jurusan ke jurusan hukum, kuliah S1
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di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia di Jakarta, setelah lulus S1
selain bekerja di Departemen Kehakiman Republik Indonesia/sekarang
berubah menjadi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, melanjutkan belajar pada Program S2 (Magister Hukum) di
Universitas Indonesia Jakarta; kemudian Allah Yang Maha Pengasih dan
Penyayang telah menjawab doa penulis untuk dapat menimba limu di luar
Negara Indonesia, penulis melanjutkan Program Doktoral (S3) pada
Wollong University Australia. Di bidang pekerjaan sebagai PNS /ASN
diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan latihan
penjenjangan karier dan yang terakhir adalah Pendidikan Pimpinan
Tingkat Nasional pada Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) untuk
program PPSA XVI tahun 2010. Guna menambah pengetahuan dalam
berpraktek di Pengadilan penulis mengikuti Pendidikan Khusus Profesi
Advokat (PKPA) pada Organisasi Advokat Konferensi Advokat Indonesia/
KA.

H. Asep Deni Adnan Bumaeri, S.H.l., S.H., M.H

Penulis lahir di Tasikmalaya, 8 Oktober 1971. Domisili
beliau sekarang di Rarangjami No 55 RT 001 RW 008
Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang Kota
Tasikmalaya. Selain sebagai Dosen Tetap pada Program
Studi S1-Hukum keluarga Sekolah Tinggi Ilmu Syariah
Wal Agidah Ash-Shofa Manonjaya, Jawa Barat, beliau
mengabdikan diri sebagai Wakil Ketua Dewan
Pertimbangan Wilayah, Persatuan Ummat Islam (PUI) Provinsi Jawa Barat
periode 2021-2026. Pendidikan formal beliau diantaranya pernah
mengenyam pendidikan Madrasah Ibtidaiyah PUI Gunung Yuda Cigantang
Mangkubumi Tasikmalaya, lulus tahun 1985. Kemudian pernah sekolah di
SMP Pesantren Cintawana Singaparna, tahun 1988, sedangkan tahun 1991
beliau lulus dari MAN Darussalam Ciamis. Selanjutnya beliau melanjutkan
kuliah Sarjana di IAIN Sunan Kalijaga (Sekarang UIN Sunan Kalijaga) lulus
pada tahun 2007 dengan mengambil jurusan peradilan agama. Kemudian
melanjutkan kuliah sarjana hukum (S.H) di Universitas Galuh Ciamis
dengan mengambil jurusan ilmu hukum lulus tahun 2013. Selanjutnya
gelar magister hukum (M.H.) diperolehnya dari Sekolah Tinggi Hukum
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Galunggung pada tahun 2014. Asden nama sapaan beliau pernah menjadi
Anggota Legislatif dari Partai Bulan Bintang. Adapun Pengalaman
Organisasi diantaranya menjadi: 1) Ketua Umum DPD PUl Kota
Tasikmalaya, 2) Ketua Dewan Pertimbangan Daerah PUI Kota Tasikmalaya
2020-Sekarang, 3) Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Wilayah PUI Jawa
Barat Tahun 2021-Sekarang. Adapun Pengalaman Kerja tambahan sebagai:
1) Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Tasikmalaya Tahun 2009-2012.
2). Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2014, 3) Wakil Ketua 1
Bidang Akademik, Penelitian dan Administrasi Umum STISA Ash-Shofa
Manonjaya Tahun 2022-Sekarang. Tulisan beliau dalam bentuk buku dan
jurnal sudah diterbitkan sejumlah 17 buah tulisan, meliputi: 1 buku ber-
ISBN, 1 buah buku HAKI, Jurnal Internasional bereputasi terakreditasi Sinta
1 dan terindeks Scopus 1 buah (dalam proses), kemudian jurnal Sinta 4
sebanyak 1 buah artikel, jurnal nasional tidak terakreditasi (ber-ISSN) 3
buah, tulisan di media online 9 buah. Adapun penelitian yang pernah
dilakukan sejumlah 4 proyek penelitian. Selengkapnya tentang biografi
penulis dapat dilihat di: https://bit.ly/Portofolio-Asden-2022.
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HUKUM
PEMILIHAN
UMUM INDONESIA

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sebuah mekanisme
untuk memilih para pejabat politik dan memberinya legitimasi untuk
menjalankan kekuasaan. Definisi lain menyatakan, pemilihan umum
adalah sebuah proses, para pemilih menentukan seseorang atau lebih
dari calon-calon yang ada untuk mewakili mereka dalam hukum
negeri (parlemen). Pemilu sebagai simbol pelaksanaan demokrasi
suatu negara juga harus taat pada paham kedaulatan hukum, yaitu
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu dari
tingkatan tertinggi hingga terendah. Hal inilah yang menyebabkan
terjadinya beragam variasi dalam sejarah Pemilu di Indonesia.

Pemilu didefinisikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk
memilik anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, dan untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur. dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan
pemilihan umum yaitu melaksanakannya salah satu sistem yakni sistem
demokrasi yang kekuasaan pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat
dan untuk rakyat supaya tercapainya kedaulatan rakyat, sebagai hak
politik rakyat untuk bebas memilih wakil rakyatnya seperti Presiden,
DPR, DPD, sampai kepala daerah serta melaksanakan pergantian
personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib dan juga
memilih  wakil rakyat yang mempertahankan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) dan menjunjung tinggi falsafah negara kita,
yaitu Pancasila.
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